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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang karena atas rahmat-Nya telah melimpahkan segala karunia
pada praktikan. Shalawat serta salam semoga terlimpah bagi Nabi

Muhammad SAW, bersama keluarga dan para sahabat beliau.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) memberikan gambaran nyata pada
dunia kerja sesungguhnya. Laporan PKL ini disusun untuk memenuhi salah
satu syarat kelulusan khususnya dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi di
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penulisan laporan ini
didasarkan pada praktik yang dilakukan di Pusat Pembinaan Jabatan

Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Alhamdullillah, dalam praktiknya banyak bantuan dan dukungan
yang diberikan pada praktikan. Oleh karena itu, praktikan ingin

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Ta’ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah
diberikan sehingga praktikan dapat menyelesaikan laporan PKL ini
dengan baik;

2. Kedua orangtua, atas segala doa yang tercurah untuk praktikan,
dukungan materiil maupun non materiil yang senantiasa menyokong

praktikan dalam segala hal,

iv



. Bapak Indra Pahala, SE, M.Si selaku dosen pembimbing atas
bimbingan dan waktu yang telah diberikan untuk praktikan dalam
menyelesaikan laporan ini;

. Ibu Dr. | Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si, Ak, CA selaku
Koordinator Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta;

. Bapak Edi Mulia, selaku Korpus Pusat Pembinaan Jabatan
Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;

. Seluruh staf Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang telah memberikan
ilmunya pada praktikan;

. Seluruh sahabat praktikan yang tiada hentinya memberikan
semangat dan doa selama proses PKL dan penyelesaian laporan

PKL.

Praktikan menyadari bahwa laporan PKL ini jauh dari sempurna dan

tidak lepas dari kekurangan. Oleh karenanya, praktikan sangat berharap

kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Praktikan berharap semoga laporan ini membawa manfaat bagi para

pembacanya.

Jakarta, Oktober 2017

Praktikan
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin tingginya tingkat persaingan di dunia kerja menuntut setiap
perguruan tinggi untuk selalu mengikuti perkembangan pendidikan yang
secara dinamis mengalami perubahan melalui peningkatan kualitas maupun
keahlian (skill) para mahasiswanya.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)
menyebutkan bahwa pengangguran di Indonesia bertambah 10.000 orang
dalam jangka waktu Agustus 2016 hingga Agustus 2017. Hal tersebut
dikarenakan kenaikan angka angkatan kerja yang lebih besar daripada
kenaikan angka penduduk yang bekerja.

Salah satu upaya yang dilakukan Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
dalam mempersiapkan lulusan yang kompetitif dan terampil adalah melalui
pemberian mata kuliah yang relevan dengan kondisi yang dibutuhkan di

pasar, salah satunya adalah mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Dalam mempersiapkan bekal bagi mahasiswanya, UNJ dan
khususnya program studi S1 Akuntansi memberikan bekal berupa teori dan
praktik yang memadai untuk menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dan
memiliki andil besar di suatu instansi perusahaan atau bahkan memberikan

peluang kerja bagi masyarakat luas.



Melalui kegiatan PKL, mahasiswa diberikan kesempatan untuk dapat
merasakan dunia kerja dan menerapkan teori yang telah dipelajari semasa
perkuliahan. Selain sebagai sarana pembekalan, kegiatan PKL pun sebagali
ladang pembelajaran dan pengalaman bagi para mahasiswa sebelum nantinya

terjun langsung pada dunia kerja yang sesungguhnya.

Dalam kesempatan ini, praktikan memilih Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai tempat menjalani program
PKL, serta ditempatkan di bagian Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Auditor.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat
BPKP adalah lembaga pemerintahan nonkementerian Indonesia yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan
pembangunan berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan
KKN, serta pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Hasil pengawan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada
presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk
menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan
memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga
diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk
pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dalam pencapaian dan

peningkatan Kinerja instansi yang dipimpinnya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan praktikan pilih

sebagai tempat praktik kerja lapangan, dan pada tempat tersebut diharapkan



praktikan mengetahui lebih luas bagaimana sistem kerja yang diterapkan,

serta dapat dijadikan sebagai pengalaman yang berarti guna bekal di dunia

kerja nanti.

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan

(PKL) antara lain:

1. Maksud Praktik Kerja Lapangan

a.

b.

Memperoleh gambaran nyata di dunia kerja;

Mewujudkan sosok praktisi yang terampil, kreatif, dan jujur serta
mampu dan bertanggung jawab terhadap pribadi, masyarakat, bangsa
dan negara;

Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

a.

Memperoleh pengalaman berharga dalam mempersiapkan diri menjadi
tenaga kerja yang kompetitif dan terampil,

Mengimplementasikan ilmu pendidikan di bangku kuliah dengan
penguasaan keahlian di dunia kerja;

Meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan
keterampilan mahasiswa;

Membangun hubungan baik antara Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan dengan Universitas Negeri Jakarta;



C. Kegunaaan Praktik Kerja Lapangan

Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain:

1. Bagi praktikan

a.

Memiliki gambaran secara nyata dan bekal dalam mempersiapkan diri
menghadapi dunia kerja;

Melatih keterampilan sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh
selama mengikuti perkuliahan di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;

Mengembangkan daya pikir, kreativitas, keberanian serta kemampuan
berkomunikasi yang dibutuhkan dalam dunia kerja;

Menambah wawasan pengetahuan, dan pengalaman selaku generasi
yang terdidik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di
lingkungan kerja;

Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana menyelesaikan pekerjaan
seperti memverifikasi withdrawal application, menyusun permintaan
biaya perjalanan dinas, memverifikasi Surat Pertanggungjawaban
perjalanan dinas, serta membantu mencatat alur akuntansi dari biaya

perjalanan dinas.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

a.

Meningkatkan kualitas lulusan S1 Akuntansi dan sebagai evaluasi
program pendidikan di Universitas Negeri Jakarta untuk menghasilkan

tenaga-tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan;



b. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang
sesuai dengan kebutuhan di lingkungan pemerintahan dan tuntutan
pembangunan pada umumnya;

c. Meningkatkan citra positif Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta.

3. Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

a. Untuk menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan
bermanfaat antara pihak-pihak yang terlibat;

b. Untuk lebih menjalin hubungan yang baik, sehat, dan dinamis antara
Badan Pengawasan Keungan dan Pembangunan dengan Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;

c. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan di universitas

khususnya Universitas Negeri Jakarta.

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan

Nama Instansi  : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

Alamat : Gedung BPKP Lantai 11
Jalan Pramuka No. 33
Jakarta Timur 13120

Telepon : +62 21 85910031

Fax : +62 21 85900608

Website : bpkp.go.id



Praktikan memilih Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
sebagai tempat pelaksanaan PKL dengan alasan ingin mengetahui dan
mempelajari ilmu akuntansi di pemerintahan. Praktikan ditempatkan di Pusat
Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) dan membantu State

Accountability Revitalization Pusbin JFA.

E. Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
Waktu pelaksanaan PKL praktikan terdiri dari beberapa rangkaian
tahapan yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Rangkaian tersebut antara lain:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, praktikan mengurus seluruh kebutuhan dan
administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan tempat PKL yang tepat.
Dimulai dengan pengajuan surat permohonan PKL kepada BAAK UNJ pada
tanggal 24 Mei 2017, praktikan segera mengajukan surat tersebut ke kantor
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berada di Jalan
Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120. Pada tanggal 7 Juni 2017 Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memberitahukan bahwa praktikan
diterima untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan melalui surat
balasan. Praktikan pun segera datang ke kantor BPKP untuk pengurusan PKL.

Bidang yang ditempatkan praktikan diberitahu ketika hari pertama bekerja.



2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan memulai melaksanakan PKL pada tanggal 17 Juli 2017 hingga
15 September 2017. Praktikan bekerja lima hari dalam seminggu dimulai dari
hari Senin hingga Jumat. Dengan jam kerja Senin hingga Kamis dimulai pukul
08.00 sampai 16.30 dengan jam istirahat pukul 12.00 — 13.00. Sedangkan pada
hari Jumat jam kerja dimulai pada pukul 08.00 sampai 17.00 dengan jam
istirahat pukul 12.00 — 13.30.
3. Tahap Pelaporan

Usai menjalani PKL selama 44 hari kerja, praktikan menyusun laporan
PKL sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 Akuntansi FE UNJ
untuk meraih gelar sarjana. Praktikan memulai tahap pelaporan pada tanggal
12 Agustus 2017 sampai 12 Desember 2017. Praktikan memulainya dengan
mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan guna menyusun
laporan. Setelah data-data dan informasi telah terkumpul, selanjutnya

praktikan mengolahnya hingga menjadi laporan PKL yang baik.
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TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang saat ini
dikepalai oleh Dr. Ardan Adiperdana, Ak., M.BA., CA., CFrA adalah lembaga
pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan berupa audit, konsultasi,
asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan
pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pengawasan
keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada presiden selaku kepala
pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-
kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban
akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para
penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang
dipimpinnya.

Berikut uraian sejarah BPKP, ialah:

1. Sejarah BPKP berawal pada tahun 1936 dengan terbitnya Besluit
Nomor 44 Tanggal 31 Oktober 1936 yang menetapkan Regering

Accountantsdients (Djawatan Akuntan Negara). Unit kerja ini


https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemerintah_nonkementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemerintah_nonkementerian
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

memiliki tugas melakukan penelitian terhadap pembukuan
berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu;

Pasca kemerdekaan RI, Regering Accountantsdients atau Djawatan
Akuntan Negara (DAN) tetap bekerja seperti pada era
Pemerintahan Hindia Belanda, dan berada di bawah Thesauri
Jenderal-Kementerian Keuangan. Fungsi DAN adalah sebagai alat
pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan
bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di
bawah kekuasaannya;

Pada tahun 1966 terbit Keputusan Preseiden Nomor 239 Tahun
1966. Ketentuan ini mengubah Djawatan Akuntan Negara menjadi
Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN).
Tugas DDPKN meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan
badan usaha. Selanjutnya DDPKN disebut DJPKN;

Untuk memperkuat independensi DJPKN, maka unit kerja
setingkat eselon 1 ini diubah menjadi sebuah badan dengan nama
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui
Keppres Nomor 31 Tahun 1983. BPKP memiliki kewenangan
melakukan audit atas seluruh pengelolaan keuangan negara dan
menjadi koordinator APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)
di Indonesia;

. Terbit Keppres No. 103 tahun 2001 tentang Lembaga Pemerintah

Non Departemen. BPKP berperan sebagai Pengawasan Keuangan
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dan Pembangunan. Sejalan dengan penerapan Otonomi Daerah,
BPKP lebih menjalankan peran consulting, terutama dalam
membantu  K/L/D/I dalam menerapkan Undang-undangan
Keuangan Negara;

. Terbit PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern
Pemerintah (SPIP). BPKP mendapat tugas sebagai Pengawasan
Intern Akuntabilitas Keuangan Negara atas kegiatan tertentu, dan
menjadi Pembina Penyelenggaraan SPIP. Terbitnya PP ini
memperkuat posisi BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah yang melaksanakan fungsi konsultasi dan penjaminan
kualitas bagi instansi pemerintah lainnya. Peran baru ini membuat
jenis layanan BPKP pada instansi lain lebih beragam sesuai
kebutuhan setiap instansi, seperti evaluasi kebijakan, bimbingan
penyusunan laporan keuangan, dan sebagainya;

Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas keuangan negara,
Presiden melalui Inpres No. 4 Tahun 2011 tentang Percepatan
Peningkatan ~ Kualitas  Akuntabilitas = Keuangan  Negara,
menginstruksikan ~ BPKP  melaksanakan asistensi  kepada
kementerian/lembaga/pemda untuk meningkatkan pemahaman
dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, evaluasi terhadap
penyerapan anggaran kementerian/lembaga/pemda, audit terhadap
program strategis nasional, dan rencana aksi dalam mendorong

penyelenggaraan SPIP di kementerian/lembaga/pemda;
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8. Pada tahun 2014 sampai sekarang BPKP berperan dalam
pengawasan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Pasal 52, BPKP memiliki tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut
berdasarkan dengan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen setelah mengalami perubahan terakhir Kali
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005.

BPKP dalam melakukan pendekatannya lebih bersifat preventif atau
pembinaan dan tidak sepenuhnya bersifat represif atau kegiatan audit. BPKP
memulai kegiatan-kegiatan pembinaannya dengan sosialisasi, asistensi atau
pendampingan, dan evaluasi. Membantu aparat penegak hukum dalam
menghitung kerugian negara merupakan pendekatan represif dalam audit
investigasi yang dilakukan BPKP.

Dalam mencapai Good Corporate Governance dan membantu mitra kerja
meningkatkan kinerjanya, era reformasi ini BPKP banyak mengadakan
Memorandum of Understanding (MoU) yang merupakan nota kesepahaman
dengan pemda dan departemen/lembaga sekaligus mitra kerja BPKP.

BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya

berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 11 Desember 2006.
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Reposisi dan revitalisasi tersebut diikuti dengan pengokohan visi, misi, dan
strategi.

BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden
dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan
keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Hal tersebut berdasarkan
penegasan peran BPKP melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014
tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan
Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan
Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan dalam rangka
meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas
anggaran pengeluaran negara/daerah yang meliputi:

1. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea
dan cukai;

2. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak pada instansi pemerintah, badan hukum lain, dan
wajib bayar;

3. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;

4. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/daerah;
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5. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang
kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur,
pendidikan, dan kesehatan;

6. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan
nasional/daerah;

7. Audit dan evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern
dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah,
mendeteksi, dan menangkal korupsi;

8. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penyimpangan yang
berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan
dampak pencegahan yang efektif;

9. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan
negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan
peraturan perundangan.

Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan memiliki visi, yaitu
Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional.

Dengan visi tersebut, BPKP mengusung misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
pengelolaan  keuangan dan pembangunan nasional guna
mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih

dan efektif;
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2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
yang efektif, dan;
3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten.

Nilai-nilai yang dibangun dan dijunjung oleh BPKP ialah PIONIR
(Profesional, Integritas, Orientasi Pengguna, Nurani dan Akal Sehat, Independen,
dan Responsibel). Tidak lupa, BPKP menjadikan motto “Kawal Akuntabilitas
Keuangan dan Pembangunan” sebagai pemacu untuk terus bertindak secara

akuntabel.

bpkr

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Gambar 11.1 Logo Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun

2017

Logo BPKP yang direpresentasikan dengan dua kurva berwaran biru dan
merah, serta terdapat tulisan “bpkp” berwarna hitam dengan huruf kecil dan

miring kedepan memiliki filosofi yang sangat unik.
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Makna yang terkandung dalam logo BPKP ialah sebagai berikut:

1. Dua kurva berwarna biru dan merah, serta tulisan “bpkp” berwarna
hitam merupakan komposisi yang mencerminkan kekuatan
integritas dan profesioanalisme BPKP yang terarah pada satu
tujuan, dan merupakan symbol dari pengetahuan, akhlak, dan
semangat yang mendasari terwujudnya kekuatan dalam
kebersamaan untuk menjadi pionir yang tangguh;

2. Warna biru melambangkan pengetahuan keandalan, dapat
dipercaya, perdamaian, kebijaksanaan, dan ketenangan;

3. Warna merah melambangkan keberanian, semangat, ketegasan,
keuletan, pionir, energi, kepemimpinan, dan kebersamaan;

4. Warna hitam melambangkan kekuatan, keanggunan, kecanggihan,
pengalaman, tegas, keras dan kokoh;

5. Tulisan “bpkp” dengan huruf kecil melambangkan rasa kedekatan,
adanya unsur kesetaraan, low profile, rendah hati, tidak sombong,
jauh dari kesan angkuh sehingga mitra kerja merasa lebih dekat
dengan BPKP;

6. Huruf kecil “bpkp” yang ditulis miring ke depan memberikan
gambaran bahwan BPKP selalu siap untuk berlari ke depan (sprint)

sehingga selalu satu langkah lebih maju dari mitra kerja BPKP.



B. Struktur

Pembangunan

Organisasi

Badan

Pengawasan

KEPALA

Sekretariat Utama

Keuangan
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dan

Deputi Bidang Pengawasan
Instansi Pemerintah Bidang
Perekonomian dan
Kemaritiman

Deputi Bidang Pengawasan
Instansi Pemerintah Bidang
Politik, Hukum, Keamanan,
Pembangunan Manusia, dan
Kebudayaan

Deputi Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan
Daerah

Deputi Bidang Akuntan
Negara

Deputi Bidang Investigasi

Pusat Pendidikan Pusat Penelitian dan . Pusat Pembinaan
. Pusat Informasi .
Inspektorat dan Pelatihan Pengembangan Jabatan Fungsional
Pengawasan .
Pengawasan Pengawasan Auditor

Perwakilan BPKP

Gambar 11.2 Struktur Organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun

2017

Dalam struktur organisasinya, Kepala BPKP membawahi Sekretaris

Utama, Kelima Deputi, Inspektorat, Keempat Pusat, dan Perwakilan-

perwakilan BPKP di sejumlah provinsi. Kelima deputi tersebut ialah, Deputi
Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik,

Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang
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Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Deputi Bidang Akuntan
Negara, dan Deputi Bidang Investigasi. Keempat Pusat tersebut diantaranya
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, serta Pusat

Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.

Setiap unit kerja memiliki tugas pokok, diantaranya:

1. Sekretaris Utama
Dalam melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan,
dan pemberian dukungan administrasi di seluruh unit organisasi di
lingkungan BPKP.
2. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan
Keamanan
Sesuai dengan pasal 240 Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-
06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi
Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan
memiliki tugas pokok ialah melaksanakan perumusan kebijakan di bidang
pengawasan instansi pemerintah bidang politik, sosial dan keamanan
3. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian

Kemaritiman memiliki tugas pokok ialah melaksanakan perumusan
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kebijakan di bidang pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian
dan kemaritiman.
Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah
memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan
penyelenggaraan bidang keuangan daerah.
Deputi Bidang Akuntan Negara

Deputi Bidang Akuntan Negara memiliki tugas pokok ialah
menyelenggarakan pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara dan pembangunan nasional.

Deputi Bidang Investigasi

Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di
bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk
program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga,
audit klaim, audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yang
berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian

keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.

Inspektorat

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192
Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP.
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Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan memiliki tugas
melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan dan koordinasi kegiatan

pendidikan dan pelatihan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan memiliki tugas
melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan dan koordinasi kegiatan

penelitian dan pengembangan pengawasan.

Pusat Informasi Pengawasan

Pusat Informasi Pengawasan memiliki tugas melaksanakan

pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor memiliki tugas pokok
melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan, standar, pedoman,
program pembinaan, dan pelaksanaan sertifikasi serta evaluasi
pelaksanaan sertifikasi, angka kredit, dan efektivitas tim penilai jabatan

fungsional auditor di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.
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Adapun fungsi dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

diantaranya:

1) Penyusunan rencana dan program pembinaan jabatan

fungsional auditor;

2) Penelaahan dan penyusunan peraturan, standar, dan pedoman

jabatan fungsional auditor;

3) Penyusunan materi ujian jabatan fungsional auditor;

4) Pengelolaan data pejabat fungsional auditor;

5) Pelaksanaan seleksi dan penentuan kelulusan peserta

pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional auditor;

6) Evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan sertifikasi,

penilaian angka kredit, dan efektivitas tim penilai.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dibagi menjadi beberapa

bagian, diantaranya:

1) Subbagian Tata Usaha;

2) Bidang Program dan Sertifikasi;

3) Bidang Evaluasi; dan

4) Kelompok Jabatan Fungsional.
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12. Perwakilan BPKP

Perwakilan BPKP di seluruh provinsi di Indonesia mempunyai tugas
melaksanakan  pengawasan keuangan dan pembangunan serta
penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

C. Kegiatan Umum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Tugas umum BPKP ialah menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut;

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan
yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara
berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum

Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran
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keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan
lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran
negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya
yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain
dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas

pembiayaan keuangan negara/ daerah;

Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan

aset negara/daerah;

Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian
intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan

program/ kebijakan pemerintah yang strategis;

Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau
kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas
penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit
penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan

ahli dan upaya pencegahan korupsi;

Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional

bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;

Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah

pusat;
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8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan
sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan

atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah

sesuai peraturan perundang-undangan;

10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi

jabatan fungsional auditor;

11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di

bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;

12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi
hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

BPKP; dan

14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan
umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan,
kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah

tangga.

Kegiatan umum yang dilaksanakan BPKP adalah BPKP wajib menyusun

Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
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program, dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat
indikatif. ~Penyusunan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri

PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014.

Selanjutnya, tahapan RPJMN tahun 2015 — 2019 dalam kerangka RPJPN
2005 — 2025 memasuki tahapan ketiga, diarahkan untuk lebih memantapkan
pembangunan dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif
perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya
manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, merupakan bagian dari
pembangunan bidang aparatur dan hukum sebagaimana disebutkan dalam agenda
prioritas kedua RPJMN 2015 — 2019, yaitu membuat pemerintah selalu hadir
dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya, serta agenda prioritas keempat RPJMN 2015 — 2019, yaitu memerkuat

kehadiran negara dalam reformasi dan penegakan hukum.
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PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Praktikan melaksanakan PKL di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Selama PKL, praktikan dituntut untuk memiliki ketelitian dan pemahaman yang cukup
dalam memahami tugas yang diberikan. Praktikan ditempatkan di Pusat Pembinaan
Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) pada Subbagian Tata Usaha dan Sekretariat
Project Management Unit (PMU) State Accountability and Revitalization (STAR) Pusbin

JFA.

Adapun tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama PKL, diantaranya:

1. Memverifikasi Withdrawal Application (WA);
2. Menyusun permintaan biaya perjalanan dinas;
3. Memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas;

4. Membantu melakukan pencatatan akuntansi dalam pembiayaan perjalanan dinas.

B. Pelaksanaan PKL

Dalam pelaksanaan PKL, praktikan ditempatkan di Pusat Pembinaan Jabatan
Fungsional Auditor (Pusbin JFA) pada Subbagian Tata Usaha dan Sekretariat Project

Management Unit (PMU) State Accountability and Revitalization (STAR) Pusbin JFA.

Sebelum diberikan tugas-tugas, praktikan terlebih dahulu diberikan arahan dan

bimbingan. Praktikan dituntut untuk memahami tugas dan alur pekerjaan. Ketelitian

25
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sangat dibutuhkan dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan. Berikut tugas-tugas yang

diberikan kepada praktikan selama PKL, diantaranya:

1. Memverifikasi Withdrawal Application

State Accountability Revitalization (STAR) adalah proyek berbantuan luar
negeri dari Asian Development Bank (ADB). Tujuan proyek STAR ialah untuk
peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan
Pengelola Keuangan Negara/Daerah (PKN/D) melalui program beasiswa S1 dan
S2. Periode loan ini terhitung sejak tahun 2013 hingga tahun 2018 mendatang, dan
closing date-nya pada tanggal 30 Juni 2018. Dana loan tersebut dikelola oleh tiga
unit kerja di BPKP salah satunya ialah Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Auditor (Pusbin JFA).

Withdrawal Application (WA) adalah dokumen untuk pengajuan
replenishment (penggantian uang persedian) kepada Asian Development Bank
(ADB) selaku lender. Apabila jumlah yang diajukan dalam WA telah
mendapatkan persetujuan dari ADB, maka ADB akan mentransfer dana pengganti
sebesar jumlah yang disetujui ke Rekening Khusus milik STAR Project yang ada
di Bank Indonesia (RKBI).

Praktikan mendapat data dari Konsultan Keuangan STAR, yang kemudian
diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ranah kerja yang dilakukan
praktikan ialah turut serta membantu PPK dalam memverifikasi WA. Berikut
data-data yang harus dipersiapkan oleh praktikan dalam memverifikasi WA:

a. Menyiapkan Statement of Expenditures (SOE) yang merupakan daftar atau

rekap pengeluaran yang akan dimintakan penggantiannya;
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b. Menyiapkan supporting document berupa Surat Perintah Membayar
(SPM) dan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); serta
c. Menyiapkan copy Laporan Rekening Khusus milik STAR Project yang

ada di Bank Indonesia (RKBI).

Praktikan mendapat data-data tersebut dari Sekretariat PMU STAR yang
diperoleh pada tahun 2017. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh

praktikan dalam memverifikasi Withdrawal Application adalah sebagai berikut:

a. Memastikan Contract/PO No. For EA’s Record, Name & Address of
Supplier, dan Total Amount of Bill paid/payable pada Statement of
Expenditures (SOE) sesuai dengan yang terdapat pada Surat Perintah
Membayar (SPM);

b. Memastikan Amount Requested for Withdrawal dan Payment Check
Number sesuai dengan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana;

c. Memastikan Currency & Amount Charged to Imprest Fund, Exchange
Rate, US Dollar Equivalent, dan Item, Date, FY-Page, KPPN Remarks
sesuai dengan yang terdapat pada copy RKBI yang relevan.

d. Sekretariat PMU (Project Management Unit)

Apabila WA selesai diverifikasi oleh praktikan, kemudian WA tersebut
diserahkan kepada Ketua Tim Pengelola PMU untuk diparaf. Setelah itu WA
tersebut ditandatangani olen Ketua Koordinator PMU STAR. Surat yang telah
ditandatangani, dikirim ke Direktur Pengelolaan Keuangan Negara (PKN) Dirjen

Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk diverifikasi lebih lanjut. Apabila
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WA tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, kemudian

diteruskan ke ADB untuk mendapatkan penggantian.

Menyusun Permintaan Biaya Perjalanan Dinas

Dalam setiap instansi salah satunya BPKP, pasti akan melakukan perjalanan
dinas untuk menunjang kegiatan dan tujuan instansi yang bersangkutan.
Implementasi perjalanan dinas dapat terlaksana apabila:

a. Kepastian tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tumpang
tindih atau rangkap;

b. Tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dipecah-pecah apabila
suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta,
tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;

c. Perjalanan dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPD yang memang
benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang
akan dicapai;

d. Tidak terdapat perjalanan dinas keluar kantor untuk kegiatan yang
seharusnya dapat dilakukan di kantor;

e. Mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah

tersedia.

Sebelum melaksanakan perjalanan dinas, tim teknis yakni tim yang akan
melaksanakan perjalanan dinas membuat Permintaan Biaya Perjalanan Dinas.
Besaran biaya yang diajukan mengacu pada pagu yang berlaku yakni Standar
Biaya Umum (SBU). Tim teknis dapat mengajukan uang muka Perjalanan Dinas

dengan ketentuan menyerahkan fotokopi Surat Tugas, Permintaan Biaya
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Perjalanan Dinas, pengajuan besaran Uang Muka yang diminta dan telah diketahui
oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Kemudian berkas tersebut diserahkan kepada

Bendahara Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.

Cara pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ialah dapat dilakukan dengan dua
acara diantaranya, dengan cara lumpsum yaitu pembayaran sekaligus di awal uang
perjalanan dinas berdasarkan yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated
amount), reimbursement/penggantian yaitu, penggantian biaya yang telah
dikeluarkan pegawai berdasarkan bukti-bukti, dan dengan cara pemberian uang

muka.

Tugas praktikan disini salah satunya adalah membantu menyusun Perhitungan
Biaya Perjalanan Dinas untuk tim teknis yang akan mengadakan perjalanan dinas.
Adapun tahapan yang dilakukan oleh praktikan dalam menyusun Perhitungan

Biaya Perjalanan Dinas adalah:

a. Praktikan menerima Surat Tugas dari tim teknis yang akan melaksanakan
perjalanan dinas;

b. Praktikan membuat pengajuan Permintaan Biaya Perjalanan Dinas sesuai
dengan Surat Tugas yang diberikan dengan membuat kolom berisikan
nama-nama yang akan melaksanakan perjalanan dinas, NIP dan Golongan
Jabatan yang bersangkutan, Kota Keberangkatan dan Kota Tujuan,
Tanggal Keberangkatan dan Tanggal Kembali, Jumlah Hari Perjalanan
Dinas, serta Jumlah Total Biaya Perjalanan Dinas (Uang Harian,
Fullboard, Tiket Pesawat, dan Total Transport);

c. Praktikan mengajukan tandatangan Penanggungjawab Kegiatan, Ketua

Koordinator PMU STAR, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa
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Pengguna Anggaran (KPA) dan Penanggungjawab STAR untuk
ditandatangani pada Permintaan Perjalanan Dinas tersebut. Setelah
mendapatkan tanda tangan tersebut, selanjutnya ialah praktikan
menerbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh PPK.

Barulah tim dapat melakukan Perjalanan Dinas tersebut.

3. Memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri (Perjadin Dalam Negeri) adalah
perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama
yang jaraknya sekurang-kurangnya lima kilometer dari batas kota, yang dilakukan
dalam wilayah Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang
berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan
Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar
negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri. Perjalanan Dinas Luar Negeri
(Perjadin Luar Negeri) adalah adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara
bersama untuk kepentingan dinas/negara, dari tempat bertolak di dalam negeri ke
tempat tujuan di luar negeri, dari tempat kedudukan di luar negeri/tempat bertolak
di luar negeri ke tempat tujuan di dalam negeri, atau dari tempat kedudukan di
luar negeri/tempat bertolak di luar negeri ke tempat tujuan di luar negeri, yang

dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Biaya Perjalanan Dinas mengacu dari batas pagu yang tersedia dalam SBU.
Pejabat yang berwenang harus memperhatikan pagu anggaran yang tersedia dan
tingkat prioritas Perjalanan Dinas. Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai
Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas Jabatan

menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli kepada Pejabat Pembuat Komitmen
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paling lambat lima hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. Pejabat
Pembuat Komitmen menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang

tercantum dalam daftar pengeluaran riil.

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas

Jabatan mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, Bendahara Pengeluaran
membayar kekurangan pembayaran tersebut kepada Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan
Dinas atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen dengan menggunakan

mekanisme uang persediaan/tambahan uang persediaan.

Seperti yang telah dijelaskan pada pekerjaan Menyusun Permintaan Biaya
Perjalanan Dinas di atas. Tim yang telah melaksanakan Perjadin membuat SPJ

atas tugasnya tersebut. Untuk akhirnya SPJ tersebut diverifikasi oleh praktikan.

Berikut dokumen vyang harus dipersiapkan oleh praktikan dalam

memverifikasi berkas SPJ perjalanan dinas:

a. Kwitansi perjalanan dinas;

b. Daftar Pengeluaran Riil perjalanan dinas;

¢. Rincian Biaya Perjalanan Dinas;

d. Surat Tugas (ST) perjalanan dinas dari pejabat berwenang;

e. Realisasi Biaya Perjalanan Dinas yang tertuang pada Perhitungan Biaya
Rampung Perjalanan Dinas dan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas;

f. Boarding pass pesawat/kereta/angkutan umum pulang-pergi;
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g. Ticket receipt pulang-pergi;

h. Undangan Permohonan sebagai Narasumber Kegiatan bagi yang
ditugaskan menjadi narasumber;

i. Fotokopi paspor (bagi yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri);
dan

j. Surat persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat

yang ditunjuk, sebagai izin prinsip Perjalanan Dinas ke luar negeri.

Praktikan mendapat dokumen-dokumen tersebut dari Sekretariat PMU STAR
yang diperoleh pada tahun 2017. Adapun berikut tahapan-tahapan yang dilakukan

oleh praktikan dalam memverifikasi berkas SPJ perjalanan dinas:

a. Memastikan nama yang bersangkutan dan tanggal tugas dalam Kwitansi
perjalanan dinas tercantum dalam Surat Tugas (ST) perjalanan dinas;

b. Memastikan nama, tanggal tugas, dan tujuan perjalanan dinas pada
Kwitansi pun sesuai dengan yang tertera pada boarding pass dan ticket
receipt;

c. Memastikan rincian biaya pada Kwitansi yang terdapat buktinya, seperti
tiket pesawat, bill hotel, dll sesuai dengan yang terdapat pada Rincian
Biaya Perjalanan Dinas;

d. Memastikan rincian biaya yang tidak diperolen  bukti-bukti
pengeluarannya, seperti taksi keberangkatan, taksi kedatangan, dan
transport antarkota/kabupaten pada Kwitansi, dilengkapi dengan adanya
Daftar Pengeluaran Riil yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;

e. Memastikan bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang

digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
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f. Memastikan bukti pengeluaran yang sah atas penggunaan uang
representasi;

g. Memastikan jumlah biaya tiket pesawat/kereta/angkutan umum pada
Kwitansi sesuai dengan Ticket Receipt;

h. Memastikan realisasi biaya Perjadin pada Kwitansi sesuai dengan yang
tertera pada Perhitungan Biya Rampung Perjalanan Dinas dan Daftar
Nominatif Perjalanan Dinas;

i. Memastikan adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah
ditandatangani dan dicap tempat tujuan diklat, serta tanggal tiba dan
pulang yang wajib diisi;

J- Memastikan adanya Undangan Permohonan Pembicara bagi yang
ditugaskan menjadi pembicara;

k. Memastikan  fotokopi  halaman  paspor  dibubuhi  cap/tanda
keberangkatan/kedatangan oleh:

a) Pihak yang berwenang di tempat kedudukan/bertolak dan tempat
tujuan Perjalanan Dinas; atau

b) Pihak yang berwenang di negara tempat kedudukan/bertolak dan
salah satu negara tempat tujuan Perjalanan Dinas yang
memberlakukan ketentuan tentang exit/permit pada suatu kawasan
tertentu.

SPJ yang telah diverifikasi oleh praktikan, apabila terdapat kesalahan maka
dikembalikan kepada tim yang melakukan Perjadin untuk diperbaiki. Apabila
tidak terdapat kesalahan, maka biaya realisasi tersebut langsung dicatat. Setelah
realisasi tersebut dicatat, langsung diserahkan ke Bendahara. Untuk selanjutnya

dilakukan pembayaran atas sisa biaya Perjadin yang belum dibayarkan. Tim teknis



34

yakni tim yang melakukan perjalanan dinas menerima pembayaran biaya

perjalanan dinasnya.

Membantu Melakukan Pencatatan Akuntansi dalam Pembiayaan Perjalanan
Dinas

Perjalanan Dinas (Perjadin) Pengawasan Uji Inpassing Kenaikan Angka
Kredit dilakukan oleh pegawai Pusbin JFA bertujuan untuk mengawasi uji
kenaikan angka kredit auditor pemerintah di seluruh provinsi di Indonesia yang
serentak dilakukan.

Praktikan diberi tugas untuk membantu melakukan pencatatan akuntansi.
Pencatatan akuntansi perjalanan dinas Uji Inpassing Kenaikan Angka Kredit
Auditor dilakukan pada media Microsoft Excel. Adapun alur pencatatan akuntansi
yang dilakukan praktikan adalah sebagai berikut:

a. Dalam pengadaan Perjadin, tim teknis terlebih dahulu mengajukan Surat

Tugas kepada praktikan;

b. Praktikan membuat Permintaan Biaya Perjalanan Dinas. Besaran biaya
yang diajukan mengacu pada pagu yang berlaku yakni SBU;

c. Praktikan mengajukan tanda tangan dari Permintaan Biaya Perjalanan
Dinas tersebut kepada Penanggungjawab Kegiatan, Koordinator PMU
STAR, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), dan Penanggungjawab STAR;

d. Setelah mendapatkan tanda tangan tersebut, maka praktikan menerbitkan
Surat Perjalanan Dinas (SPD) lalu mengajukan tanda tangan kepada PPK;

e. Tim teknis dapat mengajukan uang muka Perjalanan Dinas dengan

ketentuan menyerahkan fotokopi ST, Permintaan Biaya Perjalanan Dinas,
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dan pengajuan besaran UM yang diminta dan telah diketahui oleh PPK.
Lalu diserahkan ke bagian pencatatan untuk dicatat anggaran pelaksanaan
perjadin tersebut. Kemudian berkas tersebut diserahkan kepada Bendahara
Pusbin JFA untuk disetujui;

Barulah tim dapat melakukan Perjadin;

. Sepulangnya tim kembali dari tugasnya, tim harus membuat dan
melaporkan SPJ atas perjalanan dinasnya tersebut. Untuk akhirnya SPJ
tersebut diverifikasi oleh praktikan. Verifikasi dilakukan untuk mengecek
dan mengetahui keabsahan kwitansi, tanggal, dan persyaratan lainnya
apakah sesuai dengan ST atau tidak;

. SPJ yang telah diverifikasi oleh praktikan, apabila terdapat kesalahan
maka perlu dibalikkan kepada tim yang melakukan Perjadin untuk
diperbaiki. Apabila tidak terdapat kesalahan, realisasi tersebut langsung
dicatat kembali.

SPJ tersebut kemudian dibuat ke dalam SPM;

Setelah realisasi tersebut dicatat, langsung diserahkan ke Bendahara.
Untuk selanjutnya dilakukan pembayaran atas sisa biaya Perjadin yang
belum dibayarkan. Apabila tarif biaya perjadin melebihi pagu SBU maka
tidak dibayarkan atas kelebihan biaya tersebut. Apabila tarifnya dibawah
SBU yang ditetapkan, maka bendahara hanya membayar sesuai dengan
tarif biaya perjadinnya saja. Kemudian tim teknis yakni tim yang
melakukan perjalanan dinas menerima pembayaran biaya perjalanan

dinasnya.
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C. Kendala yang Dihadapi

Selama pelaksanaan PKL berlangsung, praktikan kerap kali mengalami hambatan,

diantaranya:

1. Praktikan mengalami kendala dari pengerjaan verifikasi berkas SPJ dan WA
karena masih tradisional menyebabkan tidak efektif dan efisien;

2. Praktikan mengalami kendala karena dokumen SPJ yang diserahkan tim teknis
untuk diverifikasi kerap tidak lengkap sehingga memperlambat dalam proses
verifikasi SPJ;

3. Praktikan mengalami kesulitan dalam mencocokkan data karena kerap tidak
relevan antara Kwitansi dengan Perhitungan Biaya Rampung Perjalanan Dinas

dan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas.

D. Cara Mengatasi Masalah

Kendala-kendala yang ada, sebisa mungkin praktikan mengatasinya agar jalannya

PKL tidak terganggu. Adapun cara mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:

1. Praktikan berusaha mengerjakan verifikasi berkas SPJ dan WA dengan cepat
untuk menghemat waktu agar lebih efektif dan efesien;

2. Praktikan berusaha menghubungi pegawai tim teknis yang bersangkutan untuk
segera melengkapi berkas SPJ sehingga SPJ dapat cepat diverifikasi;

3. Praktikan berusaha menghubungi pegawai yang bersangkutan untuk memperbaiki

Kwitansi Perjadin tersebut agar cepat diverifikasi.



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan PKL di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan State
Accountability Revitalization Sekretariat PMU Pusbin JFA BPKP. Praktikan dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Memahami dan mendapat pengetahuan dalam memverfikasi withdrawal
application;

2. Memahami dan mendapat pengetahuan dalam menyusun permintaan biaya
perjalanan dinas;

3. Memahami dan mendapat pengetahuan dalam memverifikasi SPJ perjalanan
dinas;

4. Mendapat pengetahuan mengenai alur pencatatan akuntansi dari pembiayaan
perjalanan dinas;

5. Mendapat pengalaman berharga sebagai bekal dalam mempersiapkan diri
memasuki dunia kerja. Seperti mendapatkan pelajaran bagaimana harus bersikap,
menjaga kedisiplinan, menjaga hubungan dengan sesama rekan kerja bahkan
atasan, serta pelajaran dan ilmu lainnya yang tidak didapatkan di dunia

perkuliahan.
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B. Saran

Berdasarkan PKL vyang telah dilakukan, praktikan memberi masukan yang
membangun dan berharap dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun

masukan-masukan tersebut adalah:

1. Bagi Praktikan Lain

a. Sebelum dilakukan PKL diharapkan untuk memahami pembelajaran selama
perkuliahan agar memiliki pengetahuan dasar;

b. Mencari tahu terlebih dahulu latar belakang dan tujuan perusahaan/instansi
tempat PKL untuk mengetahui unit kerjanya; dan

c. Mencatat tahapan-tahapan dalam melakukan pekerjaan yang diberikan dengan
segera agar tidak terlupa ketika akan menyusun laporan PKL.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

a. Memberikan pengarahan dan bekal bagi para mahasiswa yang hendak
melaksanakan PKL tentang apa saja yang harus dilakukan selama PKL dan
bagaimana cara bersikap;

b. Menetapkan pembimbingan dengan dosen pembimbing sebaiknya dilakukan
sebelum PKL dimulai sehingga pembimbing dapat memberikan saran dalam
menentukan tempat PKL; dan

c. Menjalin kerja sama dengan perusahaan/instansi terkemuka sehingga
mahasiswa dimudahkan dalam berkesempatan melaksanakan PKL di tempat
terkemuka tersebut.

3. Bagi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

a. Setiap pekerja hendaknya lebih teliti dalam setiap pekerjaan;
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. Setiap pekerja hendaknya meningkatkan kedisiplinan dan tepat waktu dalam
bekerja; dan
Menggunakan sistem yang terkomputerisasi dalam memverfikasi berkas agar

pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
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Lampiran 1: Surat Permohonan PKL

KEMENTERIAN R]SET, TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 5
Kampus Universi i n Muka, Jakarta 13
Telepon/Faximile: Rektor - (031) 805554, PR 4505130, LI 4803918, PR Il - 4892926, PRIV 4893982

3 2 475218
UK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BKC 000 400536, Bagian Humas : 4898486

" : B i
saldirt Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Kcuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian
F.MW Laman : www.unj.ac.id
Nomor : 0754/UN39.12/KM/2017 ks acd
Lamp. i-
Hal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan

‘é:\d Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
an Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri

Jakarta :
Nama : Pinkan Andriann i
; Supit
Nomor Registrasi . 8335145460 A
Program Studi . Akuntansi
II:lakultas : Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
0. Telp/HP : 081310228211

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang diperlukan dalam rangka memenuhi tugas
mata kuliah pada tanggal 17 Juli s.d. 8 September 2017.

Atas perhatian dan kerjas ama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan_Hubungan Masyarakat

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Koordinator Prodi Akuntansi

Sumber: BAAK Universitas Negeri Jakarta Tahun 2017
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Lampiran 2: Struktur Organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan

KEPALA

Sekretariat Utama

Deputi Bidang Pengawasan Deputiidang Pengawasan
) ) Instansi Pemerintah Bidang Deputi Bidang Pengawasan .
Instansi Pemerintah Bidang " Deputi Bidang Akuntan - .
) Palitik, Hukum, Keamanan, Penyelenggaraan Keuangan Deputi Bidang Investigasi
Perekonomian dan ) Negara
) Pembangunan Manusia, dan Daerah
Kemaritiman
Kebudayaan
| | | | |
Pusat Pendidikan |  |Pusat Penelitian dan . Pusat Pembinaan
) Pusat Informasi .
Inspektorat dan Pelatihan Pangembangan Jabatan Fungsional
Pengawasan .
Pengawasan Pengawasan Auditor
Perwakilan BPKP

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2017
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Lampiran 3: Struktur Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Auditor

KEPALA PUSAT

Edi Mulia

=

KASUBBAG TU

Sri Rahayu

KABID PROGRAM &
SERTIFIKASI

Fauzi

~ KASUBBID PROGRAM

A. Heri Setiawan

——

KASUBBID DATA &
INFORMASI
Djoko Sutono

-l

KASUBBID SERTIFIKASI
Imam Yunarto

KABID EVALUASI

Adiyanto

KASUBBID EVALUASI

Arinto Dananjaya

SERTIFIKASI

KASUBBID EVALUASI

ANGKA KREDIT
Suhadril

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

*Updated: 31/08/2017

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2017



Lampiran 4: Kegiatan Harian PKL

AGENDA KEGIATAN HARIAN

AUDITOR

Pembekalan PKL

Senin, 17 Juli 1.
2017 2. Verifikasi Surat Ibu Elin 7]
Pertanggungjawaban (5PN
Perjalanan Dinas
2l Selasa, 18 Juli | Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Ibu Elin ) i
2017 Perjalanan Dinas
3. Rabu, 19 Juli | Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Ibu Elin s
2017 Perjalanan Dinas
4. | Kamis, 20 Juli | Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Ibu Elin
- . -
2017 Perjalanan Dinas %‘
5. Jumat, 21 Juli | Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Ibu Elin L]
2017 Perjalanan Dinas
6. Senin, 24 Juii | Verifikasi i¥ithdrawal Appiication (WA) ibu Futia w
2017 ]
7. | Selasa, 25 Juli | Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Ibu Elin Vig
2017 Perjalanan Dinas
8. Rabu, 26 Juli | Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Ibu Elin =
2017 Perjalanan Dinas ﬁ.
9. Kamis, 27 Juli | Menyusun Permintaan Biaya Perjalanan Ibu Elin o
2017 Dinas
10. | Jum’at, 28 Juli | Menyusun Permintaan Biaya Perjalanan Ibu Elin -
2017 Dinas
11. | Senin, 31 Juli | Verifikasi Withdrawal Application (WA) Tbu Futia Tkl
2017 .
12, Selasa, 1 Verifikasi Withdrawal Application (WA) Ibu Futia
Agustus 2017 =
13. | Rabu, 2 Agustus | Verifikasi Withdrawal Application (WA) Ibu Futia
2017 £
15. Jum'at, 4 Membantu melakulfan pencatatan akuntansi | [bu Yoyoh Y
Agustus 2017 | dalam perjalanan dinas

Sumber: Data Diolah oleh Praktikan Tahun 2017
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Agustus 2017

* akuntansi dalam perjalanan dinas

(=]

Verifikasi Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) Perjalanan Dinas

Ibu Elin

' akuntansi ;Jalam perjalanan dinas

2. Verifikasi Surat Pertanggungjawaban | 1bu Elin
(SPJ) Perjalanan Dinas
18, Rabu, § 12 Tbu Yoyoh
Agustus 2017 { v\
2. .Verifikasi Surai Perianggungjawaban | fbu Eiin 71k
(SPJ) Perjalanan Dinas %
19. [ Kamis, 10 _ _ 1bu Elin 4 0
Agustus 30i7 | Menyusun Perminiaan Biaya Perjalanan Dinas I~
20. | Jum'at, 11 | Menyusun Permintaan Biaya Perjalanan Dinas Ibu Elin .
Agustus 2017
21. Senin, 14 | Verifikasi Withdrawal Application (WA) Ibu Futia
Agustus 2017
8 Selasa, 15 Verifikasi Withdrawal Application (WA) Ibu Futia (
Agustus 2017 .
23.| Rabu, 16 | Verifikasi ifithdrawai Appiication (WA) ibuFutia [7f /' [alf/
Agustus 2017 Lq%—‘ﬁﬁ;
24, Kamis, 17 1. Membantu melakukan pencatatan | Ibu Yoyoh
Agustus 2017 akuntansi dalam perjalanan dinas
2. Verifikasi Surat Pertanggungjawaban |  Ibu Elin .
(SPJ) Perjalanan Dinas
25. | Jum'at, 18 1. Membantu melakukan pencatatan | lbu Yoyoh
Agustus 2017 akuntansi dalam perjalanan dinas A%
2. Verifikasi Surat Pertanggungjawaban | Ibu Elin L
(SPJ) Perjalanan Dinas
26. Senin, 21 Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) | IbuElin <
Agustus 2017 | Perjalanan Dinas
27. | Selasa,22 | Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)| 1bu Elin i
Agustus 2017 | Perjalanan Dinas % y

Sumber: Data Diolah oleh Praktikan Tahun 2017
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38 | Rabu, 23 Agustus | Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) | Tbu Elin
2017 Perjalanan Dinas @‘:
29. Kamis, 24 Menyusun  Permintaan  Biaya Perjalanan Ibu Elin
Agustus 2017 Dinas { z f
30. Jum’at, 25 Menyusun Permintaan Biaya Perjalanan Ibu Elin
Agustus 2017 | Dinas CI:‘J_
Y i
31. | Senin, 28 Agustus | Verifikasi Withdrawal Application (WA) Ibu Futia ( 0
2017 IS
in_ » I~
32. Selasa, 29 Verifikasi Withdrawal Application (WA) Ibu Futia /
Agustus 2017 4
33. | Rabu, 30 Agustus | Verifikasi Withdrawal Application (WA) Ibu Futia Lﬂ
2017 ( 5
34. Kamis, 31 Membantu melakukan pencatatan akuntansi Ibu Yoyoh
Agustus 2017 dalam perjalanan dinas M\
35. Senin, 4 1. Membantu melakukan pencatatan Ibu Yoyoh
September 2017 akuntansi dalam perjalanan dinas /“S
2. Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Ibu Elin Y
(SPJ) Perjalanan Dinas 3
36. Selasa, 5 1. Membantu melakukan pencatatan Ibu Yoyoh
September 2017 akuntansi dalam perjalanan dinas d?
2. Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Ibu Elin
(SPJ) Perjalanan Dinas i
37 Rabu, 6 Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) | Ibu Elin (z’ [
September 2017 | Perjalanan Dinas
38. Kamis, 7 Menyusun  Permintaan Biaya Perjalanan Ibu Elin %
September 2017 | Dinas
39, Jum’at, 8 Menyusun Permintaan Biaya Perjalanan Ibu Elin
September 2017 | Dinas %
40. Senin, 11 Verifikasi Withdrawal Application (WA) Ibu Futia
September 2017 - S

Sumber: Data Diolah oleh Praktikan Tahun 2017
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lak ak i Ibu Yoyoh

M.

43. Kamis, 14
September 2017 dalam perjalanan dinas

melakulan

t T 15 Y]

' Sc:;::;nb;r 50[7 dalam perjalanan dinas

Sumber: Data Diolah oleh Praktikan Tahun 2017
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Lampiran 5: Daftar Hadir PKL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedng 1, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telcpon (021) 4712274706285, Fax- (021) 4706285 SO0 o CFRTIED
Lamian: wiww.fe.unjac.id CRRTIFICATE W
DAFTAR HADIR

PRAKTEK K?ER.IA LAPANGAN

Nama

No. Registrasi
Program Studi
Tempat Praktik )
Alamat Praktik/Telp ;..

FN_(S_ HARVTANGGAL PARAF KETERANGAN
1| .SemnE gui 2oy L8k

2 | Selasa 18 i zox 2l
30| Mabu 19 oui 2000 3w

4 | Camys 20 Ju 20n b
5. | dumak, 2\ Juu g0y 5.0

o | Sean. 24 gwizon o Mk
7. | Selesur 2 oui 2o} 7. Ak

s | Babe 263uli 20n 5. b
o | Yeums, 2¥Juli 2003 o Wb

10. | Jumat. 2% Jui go13 10. 90
.| .Sema M oui oy 1. W

12, | Selase | Agustus 2oy 12. %0k
13, | PAb > Aguseus 2017 150k

14, | Yamis 2 Aguirus 20t 10 fnl
15, | Dumac. 4 fgustus 2003 P

! alatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Sumber: Data Diolah oleh Praktikan Tahun 2017
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4 _*, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
H; UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
§ FAKULTAS EKONOMI

MKampus Uneversitas Negen Jakarta Gedung R, Jolw Rawamangun Muka, lakarts 13220
Telepen (021) 47212274 706285, Fax. (021) 4706285 150 700 30 CERTIFIED
Lssman: woww i unj.a¢ id EURE I

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

...2...SKS
Nama s flﬂkﬂﬂ Andrianny_Supi 1
No. Registrasi . B335 R o
Program Studi ) <
Tempat Praktik . BF Japatan Fungnonal AUdior

Alamat Praktik/Telp : .Jat

KETERANGAN

5. | Semn: 28 Agusrus 200 [ s (b

Catatan :
Formal ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan icap i/Perusal

Sumber: Data Diolah oleh Praktikan Tahun 2017
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UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kamymus Unaversotas Neponi Jakanta Cedung K. Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
_’,U""‘ Telepon [021) 4721 2274706288, Fax. (021) 4706245
e F"‘""‘ ) Laman: wwwr fe.unj az id
dev
DAFTAR HADIR

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nama

WNo. Registrasi
Program Studi
Tempat Praktik
Alamat Praktik/Telp :

NO HARITANGGAL PARAT KETERANGAN
I |.30\asa, 29 Agusius 2013 1. Qak

2. | Voou 30 Agustws 2007 2. B0k
3. | ¥ams ®! Rguss 2on 3. Qok

4. | Demar, | Sepremver zon aBak
5, | Stne & Seprowber o sk

6. | Selase 5 Septemver 200r 6.
7. | Fdbu b Sepremper 2o 7 Bk

g | Mamis Y Seprember g0y o ik
9. | Dumar 8 Sepromver sor o B0k

10. | Semn. I Sepremyger 201 w00k
1. | Selasa: 12 Sepremwer doy e

12, | #abu 13 Septemper 200 1t

13| Fami. 14 Sepremper 200t |5 finf

14, | Jumar (5 September 20t ek
Edec: iinnrunnnn s ionvesovmmimon divisin sitis s W

Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mahan legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Sumber: Data Diolah oleh Praktikan Tahun 2017
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Lampiran 6: Surat Balasan PKL

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
Gedung BPKP Lantai 11 JI. Pramuka Mo, 33 Jakarta 13210
Telpon (021) 85910031 Ext 1134 Email: pusbinajla@bpkp.go.id
Faksimili (021) 85910209

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
bpkpD

Nomor : 8- ¥}k uFra203 $ Juni 2017

Hal : Persetujuan Izin Riset
an. Sdr. Pinkan Andrianny Supit
Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta

Yth.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Jakarta

di Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 0754/UN39.12/KM/2017 tanggal 24

Mei 2017 hal Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan an. Sdr. Pinkan Andrianny

Supit Nomor Registrasi 8335145460 Program Studi Akuntansi yang akan

melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang diperlukan dalam rangka memenuhi

tugas mata kuliah pada tanggal 17 Juli s.d. 8 September 2017, pada prinsipnya
kami menyetujui.

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yang diperlukan dalam rangka memenuhi
tugas mata kuliah pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, mohon
kiranya hasil Praktek Kerja Lapangan dapat digunakan untuk keperluan yang
seharusnya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis.

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sumber: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Tahun 2017
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Lampiran 7: Penilaian PKL

" /; ; *,, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

s £ UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nuaet? FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeni Jakarta Gedung R, Jalan Rawsmangun Muka, Jskurm 13220
'.s Telepon (021) 4721227470625, Fax: (021) 4706285 P e S VBT BT
pﬂ‘ " Laman: www fc unj ae W CRmIchrEbe
F“T Lev?
PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRA%'I SARJANA (S51)
Nama
No.Registrasi
Program Studi
Tempat Praktik T
Alamat Praktik/Telp : 4
SKOR
NO ASPEK YANG DINILAI KETERANGAN
46-100
I | Kehadiran 9o 1. Keterangan Penilaian :
Skor  Nilai Bobot
2 | Kedisiplinan Ao 8600 A 4
§1-85 A= 3,7
. po— 76-80 B+ 33
3 | Sikap dan Kepribadian ?0 21-75 R 30
66-70 B- 2,7
4 | Kemampuan Dasar Joo. | 6165 C+ 23
36-60 C 2,0
5 | Ketrampilan Menggunakan Fasilitas .| 51255 Cr 1.7
46-50 D 1
6 |Kemampuan Membaca  Situasi  dan | ..... 70 |3 Alokasi Wakuu Praktik -
Mengambil Keputusan 2 sks : 90-120 jam kerja efektif
3 sks : 135-175 jam kerja efektif
7 Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan 10
T I Nilai Rata-rata
g | Aktivitas dan Kreativitas q0
i 00 =
9 Kecep Waktu Pen Tugas | ?o 10 (sepuluh)
Hasil Pekerjaan
et ) N 20.... | Nilai Akhir :
90 A
Angka bulat huruf
Jumlah
Catatan :

Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Sumber: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Tahun 2017
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Lampiran 8: Sertifikat PKL

- =
-

>

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
Jl. Pramuka No. 33 Jakarta 13120

SERTIFIKAT
Nomor : S-336/JF.3/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pembinaan
Jabatan Fungsional Auditor menerangkan bahwa :

PINKAN ANDRIANNY SUPIT

Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 30 Desember 1995
Nomor Induk Mahasiswa 1 B335145460

Program Studi : 81 Akuntansi

Universitas : Universitas Negeri Jakarta

Telah menyelesaikan Prakick Kerja Lapangan pada Pusat Pembinaan JFA BPKP selama 2
bulan terhitung tanggal 17 Juli 2017 s.d 15 September 2017,

DAFTAR NILAI
NO UNSUR PENILAIAN NILAL PREDIKAT KETERANGAN
1 Presentasi a0 A A. A=85-100
2 Disiplin 90 A B. B=70-84
3 Kerjasama a0 A C. C=60-69
' 4 Inisiatif 90 A D. D=35-59
[ 5 Kerajinan 90 A
J 6 Tanggaung Jawab 90 A A. Baik Sekali
] 7 Hasil Kerja/Karya PSG %0 A B. Baik
‘ 630 C. Cukup
‘ Nilai Rata-rata 90 A D. Kurang J
Mengetahui Jakarta, 20 September 2017
ub Bagian Tata Usaha, Pembimbing
2o
/
TEvALAPURA Elin Herliani
196208287198303 2 001 NIP 19731110 19703 2 001

Sumber: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Tahun 2017



Lampiran 9: Verifikasi Withdrawal Application

Statement of Expenditures (SOE)

Sumber: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Tahun 2017

Surat Perintah Membayar (SPM)

Sumber: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Tahun 2017
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Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Sumber: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Tahun 2017

Copy RKBI

Sumber: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Tahun 2017



Lampiran 10: Menyusun Permintaan Biaya Perjalanan Dinas

Surat Tugas

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
f 3, STATE ACCOUNTARILITY REVITALIZATION

Jaian Pramuka Nemor 33, fakarta 13320
Tl 85910031

B A5
Momor: ST-117/STAR/2017

Direktur PLP Bidang Folsaskam Lainaya selsiu Ketua 2 STAR Sadan
Heuangan dan Pembanguaan dengan in menugsskan kepads:

cnamaningsih  186703021087032001 Kesubditwas Produksi o

s
D
5 Sidh Purncene 1972 10041993021001 _ Awditor
3
B2

195502TELSETAIZONL _Audior Madyn

19670B011003032001 _ Audwior Madya
 13s305181900031001 e Misskyn
1968071309A003A001 _ Auditor Madha
196301081985081000 _ Auditer Macha

19630806298 3022001_ Auditer Mschs
- 11982037001 Auditor Penyelia

19 dunasdi
5. Maran

"33 ven satnan

Flacky Riwinga
5. Madiana

26 Si Sumiysiun

FLITEL

BADAN PENGAWASAN KEUARGAN DAN PEMEANGUNAN

ook STATE ACCOUNTARILITY REVITALIZATION
2 . Provevvien Nomes 33, Jaikarea 13120
Telepon 0Z1-35910031

34. Masri Taher
35, Budi Rursabyun - MC
| 13700T0R1991032001 Fungsional Unum
15E00I91SBE031001_Fungsianal Unum.
13ES110L1SHI03I01  Fungsional Ueum
13610709 1SE2091001  Fungsional Umum
1369070396203101_Fungtionsl Urum
o FumssionslUmum
1357061019EE03 1001 Fungsional Usmum
" 13es012a2008011001
138603347008111001_ 5t
15T212031598031001
a1 anseas a0

43, Bambang Setizean Fachim

4F. Buha Parulan 71

Tat wmodarahan  19760511199811101
s sssomisisssnzion
I

S, Een autgani

55 sur warapal 18RADR1E: -
5¢. simur Lumongga Situmeang 7IT11R1990032000  Awdhor Penysin
Hasrullah Taher 196312311908031001 _ Fungsiomsl U

Uatisk brik Driscussion [FGD) Daam Rangka Pangsaasan intern Lirtas Sekioral
atas Program Kemeritivan dan Kelautan di Hotel Angduta,
n terssbut akan dilaks anakan selama 3 harl terhitung muli tanggal 26 Juli 2013 sampai
dengan 28 Jull 2017
Demikian untk disksanakan dangan penuh tan gRung jawsb.

2¢ Jul 2017

Direknur PLP Bidang Fal
selaku

Hetua Kaardinator

sham Lainnya

RAL STAR,

Djoka FiTEEEac
NAP-TSEO0303 198403 L 001

wasas

Sumber: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Tahun 2017
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lanan Dinas

Permintaan Biaya Perja
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Sumber: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Tahun 2017



Lampiran 11: Verifikasi SPJ Perjalanan Dinas

Kwitansi

Sumber: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Tahun 2017
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Daftar Pengeluaran Riil

DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yang bertanga tangan di bawat inj:
Nama + Dadang Kurnia
NP + 19610830 198203 1 004
Jabatan * Sekretaris Ulama BPKP

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 10 Jull 2017 Nemer SPD-  S42UFISTARZOT,

dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwe:

1. Biaya transpon Pagawal danatay biaya penginapan ol bawsh inl yang fidak dagal diperleh buiti-oukl
pengeluarannya, maliputi:

e —
No. S~—_ U | dumish (Rp.)
1, | Taksi berangkat PP [ 1so00000
2. | Taksi twjuan PP |l aaa.mnn\
3
Tatal \ 286,000,00 H
. gka | di gtas benar-benar dikeluarkan untuk pe 1 e  dinag

terdapal kelepinan atas pembayaran, leami bersedia unfuk
3, Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Jull 2017
‘ang melakukan perjalanan dinas.

jgdatig Kurmia
9610930 196203 1 001

Sumber: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Tahun 2017
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Rincian Biaya Perjalanan Dinas

Sumber: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Tahun 2017
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Perhitungan Rampung Biaya Perjadin

‘_
T E—

P
= oan oz | 4

4 [subagro v Mmmmﬂ ”

2 ad Rosiy Sambas b~ a5 i0ga 2017 | I a7

] a1 T CCTITEEN ) R ) I
% bermara T _—
e oA “—-

Jakerta, Jull 2097
 Pejabat Pembuat Komimen

Farida Hasanah
'a?wgum sm?nm

Sumber: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Tahun 2017

Daftar Nominatif Perjadin

S i e = =
~ — PERIALANAN
Nomer, ST-5! 17
A el an S 1A Tt 2017
5 e =1 £sal TP B
e Boiaraia:
TISIN21 136503100 | W e “rogiakana | TARECTT
RESEE T 1001 F Voglshaia | TAMSGTT
Z00504 1016 Pl ms o Voglakana | TIEEGT
TREDAEA WA 1001 RE Wealbara | THRIENT
%ﬁm V01 Coiomals | vogiaksms | THEZOT =
ZoE0a 08 Jalana Tomataits | TOMEOTT
o= NI Jakana gt | THEZOTT T
E7E041T 20011000 Fobanggs | vemdats | TER0T —=
3 dnkara Cogaeartas | T [ 7
Jatara Wogidata_ | TAREOT
| 15731015 003 | N | Barjaenesn | Vopjakans | Treieon
T

Sumber: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Tahun 2017



Surat Tugas

Sumber: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Tahun 2017
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Ticket Receipt

Sumber: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Tahun 2017

Boarding Pass

Sumber: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Tahun 2017



Lampiran 12: Alur Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Perjalanan Dinas

Tim mengajukan
Surat Tugas

STAR membuat
Permintaan Biaya
Perjadin

Penanggungjawab Koordinator PMU KPA PPK Penanggungjawab
Kegiatan STAR STAR

!

STAR
menerbitkan SPD

v

SPD
ditandatangani
PPK

A

Tim melakukan
Perjadin

Tim melaporkan
SPJ

l Verifikasi SPJ

Apabila terjadi If’ge.ncat;tarll egt.as
kesalahan dikembalikan 1aya rerjadin
ke tim untuk diperbaiki

v

Bendahara

A

Tim mendapat
pembayaran
Sumber: Data Diolah oleh Praktikan Tahun 2017 Biaya Perjadin
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ingan PKL
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: Kartu Konsultas
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Sumber: Data Diolah oleh Dosen Pembimbing Tahun 2017



